BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka
kebutuhan notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena
itu kedudukan notaris dianggap sesuai sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat,
pejabat tempat seseorang, dapat, memperoleh nasehat, yang, boleh-diandalkan, pejabat
yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat sehingga dapat dijadikan suatu alat
bukti dalam proses hukum.

Keberadaan lembaga notaris muncul hadir di negara Kita, karena untuk
mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat
dalam wilayah hukum privat (perdata), negara menempatkan notaris sebagai pejabat
umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan
pembuktian atau alat bukti. Notariat sudah dikenal di tanah air kita, semenjak Belanda
menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam
kehidupan mereka di tanah airnya sendiri. Keberadaan, lembaga notaris di Indonesia
senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi
yang mengahasilkan notaris semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan
Program Pendidikan Spesialis Notaris atau sekarang ini Program Studi Magister

Kenotariatan.?

' R. Soegono Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Cetakan 2,
Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, him 1.

2 Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang- Undang
Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan 2, Bandung, PT.Refika Aditama,
hlm. 1.



Pengaturan tentang jabatan notaris sendiri telah dimulai diatur dengan
Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3) merupakan peraturan
pembaharuan mengenai jabatan Notaris di Indonesia pada zaman Hindia-Belanda,
peraturan ini merupakan pengganti dari Instructie voor de Notarissen Residerende in
Ambit in Nederlands Indie) dan pada tahun 2004 diundangkanlah undang- undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . Pengaturan jabatan Notaris lebih
disempurnakan lagi dengan adanya undang-undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris ., yang tellah disahkarll pe-lda. tanggal 17 Januari tahun 2014
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoenesia (DPR).

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat
akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan
oleh Peraturan Umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan
dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan
memberikan Grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu
peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang
lain.® Sedangkan didalam perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, memberikan
pengertian bahwa notaris-adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya. Artinya bahwa akta
notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji.
Janji-janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang
tulus disampaikan oleh para pihak. Wewenang membuat akta otentik ini hanya

dilaksanakan oleh notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan

3 Muchlis Fatahna, 2003, Notaris Bicara Soal Kenegaraan, Watampone Pers, Jakarta, him.
253.



bagi pejabat umum lainnya.*

Dapat disimpulkan bahwa notaris adalah satu-satunya
pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu.

Menurut Djoko Soepadmo Akta Otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk
yang ditentukan atau menurut aturan dalam undang-undang oleh atau dihadapan
umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat,’ sedangkan
menurut Husni Thamrin, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi
wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik
dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa
yang dimintakan untuk di.mﬁ..ét dalalmnya oleh f)ihék-l.)ihak yang berkepentingan, akta
otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangakan tentang apa
yang dilakukannya atau dilihat dihadapnnya.é

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “akta
otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang,
dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di
tempat di mana akta dibuatnya.”” Senada dengan bunyi pasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menurut Habib Adjie, bahwa pasal 1868
KUHperdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik
yaitu:®

1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (fen overstaan) seorang

Pejabat Umum.

2. Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

4 Habib Adjie, Op.cit, hlm. 40.

5> Djoko Soepadmo, 1994, Teknik Pembuatan Akta Seri B-1, Surabaya, PT.Bina Ilmu, hlm. ii.

¢ Husni Thamrin, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Cetakan
2,Yogyakarta,Laksbang Pressindo, hlm. 11.

7 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terjemahan Prof.R.Subekti SH, Jakarta, PT Pradnya
Pramita, hlm. 475.

8 Habib Adjie, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung, PT.Refika Aditama.
hlm. 5.



3. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat,

harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna di antara para pihak dan
ahli waris-ahli warisnya dan memiliki kekuatan mengikat. Sempurna berarti suatu
akta otentik sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa
diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya. Mengikat berarti segala sesuatu yang
dicantumkan di dalam akta harus dipercayai dan dianggap benar benar telah terjadi ,
jadi jika ada pihak-pihak yang mémbantah'atau meragukan kebenarannya maka pihak
tersebutlah yang harus membuktikan keraguan dan ketidakbenaran akta otentik
tersebut. Salah satu syarat lagi yang harus ditambahkan di dalam akta otentik tersebut
didalamnya telah  termasuk ' semua wunsur  bukti tulisan, saksi-saksi,
persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan notaris di tengah-tengah
masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat
dikatakan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan
kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan
seseorang yang berprofesi sebagai notdris -bertanggung jawab -untuk melaksanakan
kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum,
martabat serta keluhuran jabatannya. Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat
dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.” Keterlibatan
notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya,
baik karena kesalahan notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu
pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak

adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan

® Mulyoto, 2010, Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV,
Yogyakarta, Cakrawala Media , him. 2



antara notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain
Berhubungan dengan akta yang dibuatnya, notaris harus dimintakan
pertanggungjawaban pidananya karena menimbulkan kerugian bagi para pihak atau
salah satu pihak.!® Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana, karena notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal
pembuatan akta.!! Maka dari itu maka dibutuhkan lembaga yang berwenang untuk
mengawasi notaris.

Akta Notaris sebagai produk dari pejabat publik, maka penilaian terhadap
Akta Notaris harus d.ila.l.;uk.én I dengan a.sas- p..raduga sah  (vermoeden van
rechtmatigheid)'’atau presumption iustae causa.’”> Asas ini dapat dipergunakan untuk
menilai akta notaris, yakni akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang
menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai Akta tersebut
tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama gugatan berjalan sampai
dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta
notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan
akta tersebut.

Dalam gugatan untuk menanyakan akta notaris tersebut tidak sah maka harus
dibuktikan ketidakabsahan"dari éspek lahiriah, formal;, dan materil akta notaris. Jika

tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat para pihak

10" Tra Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, Ke Notaris, Jakarta, Raih Asa Sukses, hlm.
82.

I Pieter Latumaten, Kebatalan dan Degredasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model
Aktanya, Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya tahun
20009.

12 Menurut Philipus M.Hadjon, dengan asas ini setiap tindakan pemerintah selalu dianggap
rechmatig sampai ada pembatalannya. Lihat Philipus M.Hadjon, 1993, Pemerintahan Menurut Hukum
(Wet-en Rechthmatig Bestuur), Surabaya, Yuridika, him. 80.

13 Menurut Paulus Effendi Lotulung, berdasarkan asas ini suatu keputusan tata usaha negara
harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat
segera dilaksanakan. Lihat Paulus Efendi Lotulung, 1993, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi
Hukum Terhadap Pemerintah — Seri ke 1: Perbandingan Hukum Admnistrasi dan Sistem Peradilan
Administrasi, Bandung, Citra Aditya Bakti, him. 80.



atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Asas ini telah diakui di
dalam UUJN, tersebut dalam penjelasan bagian umum bahwa akta notaris sebagai alat
bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus
diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya
secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Menerapkan asas praduga sah untuk akta notaris, maka ketentuan yang
tersebut dalam Pasal 84 UUJN yang menegaskan jika notaris melanggar (tidak
melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal
41, Pasal 44, Pasal 48, Pasa.l..'49., Palsal 50, Pasall 51, Pasél 52, akta yang bersangkutan
hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak
diperlukan lagi. Dengan demikian akta notaris hanya dapat dibatalkan atau batal demi
hukum. Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan
suatu tindakan mengandung cacat, yakni tidak berwenangnya notaris untuk membuat
akta secara lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang
pembuatan akta notaris. Asas ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal
demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.'*

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, untuk pengambilan fotokopi
minuta akta dan pemanggilan Notaris tidak ada lagi peran MPD dan digantikan oleh
Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang dijelaskan dalam pasal 66 yang berbunyi
sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim
dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a) mengambil

fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta

14 Ibid., him. 80.



atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan, b) memanggil
Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau
Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak
permintaan persetl.lju;h.. I |

4. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan

Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan,

Ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap
notaris, yaitu Majelis Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh menteri dan Dewan
Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi notaris,
dalam hal ini tentunya Ikatan Notaris Indonesia. Kedua lembaga tersebut berwenang
untuk mengawasi notaris “sampai dengan menjatuhkan sanksi bagi notaris yang
dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ada
perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut dikarenakan keduanya
terbentuk dari lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan
dari keberadaan organisasi notaris.

Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan
Notaris Indonesia dan terdiri dari tiga tingkat yaitu di tingkat pusat, wilayah (propinsi)

dan daerah (kota/kabupaten). Anggota Dewan Kehormatan disetiap tingkat tersebut



berjumlah lima orang yang terpilih dalam rapat anggota berupa Kongres di tingkat
pusat, Konferensi Wilayah di tingkat propinsi dan Konferensi Daerah di tingkat
Kota/Kabupaten. Keberadaan lembaga Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran
Dasar Ikatan Notaris Indonesia. Adapun tugas dari Dewan Kehormatan sebagaimana
tercantum dalam pasal 12 ayat (3) Anggara Dasar lkatan Notaris Indonesia adalah
sebagai berikut, Dewan Kehormatan bertugas untuk: a) melakukan pembinaan,
bimbingan, pengwasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; b)
memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik
yang bersifat internal atau tldak n”;empunyai I;aitan dehgan kepentingan masyarakat
secara langsung; ¢) memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas
dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris yang telah ditentukan oleh
organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh
para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan
dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan
pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan
pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6
Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran, peringatan, pemberhentian
sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan
perkumpulan. Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran
kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara
langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan

Kehormatan bersifat internal organisasi.



Banyak di dalam pasal dalam Perubahan Unddang-Undang Jabatan Notaris ini,
khususnya yang dalam kaitan memberikan penjatuhan sanksi diatur di dalam
Peraturan Menteri, maka untuk kepastian Hukum, agar Menteri (khususnya
Menkumham), segera membuat aturan tersebut, secepatnya. Bahkan ada peraturan
dan Badan (Majelis kehormatan), Sidik jari, yang sangat mendesak untuk segera
dibentuk, berikut dengan Peraturan pelaksananya, setelah Perubahan UUIN ini
diundangkan. Hal ini diperlukan agar ada kepastian hukum, dan tidak tumpang tindih
dalam pelaksanaannya, misalnya mengenai —Majelis Kehormatan; bagaimana
persetujuan Majelis Keh(.)rrgéta.n ulntuk penegzlak hukuni yang akan mengambil foto
kopi minuta, serta memanggil Notaris untuk diminta keterangannya, dan lainnya,
bagaimana hal tersebut juga dapat dilaksanakan oleh semua penyidik, penuntut umum,
atau hakim di lapangan.'>

Pelaksanaan tugas dan jabatan notaris harus selalu dilandasi pada suatu
integritas dan kejujuran yang  tinggi dari pihak notaris sendiri karena hasil
pekerjaannya yang berupa akta-akta maupun pemeliharaan protokol-protokol sangat
penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alat bukti otentik yang
dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan baik untuk kepentingan pribadi
maupun kepentingan suatuusaha, maka pelaksanaan tugas dan jabatan notaris harus
didujung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai
konsekuensi logis maka seiring dengan adanya tanggung jawab notaris pada
masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus
agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari
kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau

kepercayaan yang diberikan.

15" Syafran Sofyan, Catatan Perubahan UU Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 (Peraturan
Menteri Sangat Mendesak), liht dalam: http://medianotaris.com/catatan_perubahan
uu_jabatan notaris nomor tahun_berita352.html, diakses pada tanggal 11 Januari 2018.



Atas pemaparan penjelasan diatas dan mengingat betapa pentingnya proses
penegakkan hukum terkait akta yang dibuat oleh seorang notaris, maka penulis
merasa tertarik penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam suatu
karya ilmiah berbentuk tesis yang diberi judul “Analisis Perbedaan Kewenangan
Majelis Kehormatan Notaris Dan Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pengawasan
Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Junto

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”

B. PerumusanMasalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan
permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris di dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

2. Bagaimana perbandingan Dewan Kehormatan Notaris didalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

3. Bagaimana mendesign harmonisasi Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan

Kehormatan Notaris untuk mewujudkan pengawasan notaris yang lebih baik?

C. Keaslian Penelitian
Layaknya suatu karya ilmiah, seorang penulis harus memberikan pertanggung

jawaban ilmiah bahwa pelitian yang dilakukan dijamin keasliannya.'¢ Selaras dengan

16 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Kedua,
Malang, Bayu Media Publishing, hlm. 292.



itu, berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh

penulis mengenai “Analisis Perbedaan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dan

Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pengawasan Jabatan Notaris Menurut

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Jabatan Notaris” diketahui telah ada karya ilmiah terdahulu yang berkaitan

terhadap pengawasan notaris, antara lain:

1.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Magister Kenotariatan
Universitas Sumatera Utara pada tahun 2008 yaitu: T. Muzakkar (067011095)
dengan judul peneli.‘.[.i'an. “Plerbandingarll Peran Dewan Kehormatan Dengan
Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Setelah Keluarnya
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004”. Adapun rumusan masalah yang
diangkatdari peneliti tersebut di dalam tesisnya adalah: 1) bagaimanakah
pengawasan melakukan pengawasan bagi notaris dalam pelaksanaan tugasnya
sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris; 2) apakah manfaat pengawasan bagi notaris dalam melaksanakan
tugasnya; 3) bagaimanakah perbandingan peranan Dewan Kehormatan Notaris
dalam melakukan pengawasan setelah dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004:

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Magister Kenotariatan
Universitas Indonesia pada tahun 2012 yaitu: Dengsi Kristina (0906652532)
dengan judul penelitian “Pengaruh Pengawasan Dan Pembinaan Notaris
Terhadap Pelanggaran Yang Sering Terjadi Di DKI Jakarta”. Adapun rumusan
masalah yang diangkatdari peneliti tersebut di dalam tesisnya adalah: 1)
Pelanggaran apa sajakah yang sering terjadi di lima kotamadya di DKI Jakarta;

2) Bagaimanakah pengaruh atau dampak pengawasan dan pembinaan notaris



terhadap pelanggaran yang sering terjadi di DKI Jakarta; 3) Langkah-langkah
apa saja yang dapat dilakukan Majelis Penagawas untuk mengurangi
pelanggaran yang terjadi di DKI Jakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Magister Kenotariatan
Universitas Naratoma pada tahun 2016 yaitu: Dody Hendro Kurniawan
(12213043) dengan judul penelitian “Fungsi Majelis Kehormatan Notaris
Sebagai Pembina Untuk Melindungi Notaris Dalam Melaksanakan Tugas
Jabatan”. Adapun rumusan masalah yang diangkatdari peneliti tersebut di
dalam tesisnya adallcl..h: .1) ;Apakah Majelis Perigawas Notaris menjadi satu-
satunya lembaga yang melakukan pembinaan; 2) bagaimanakah fungsi

melakukan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

D. Tujuan Penelitian

1.

Dalam penulisan ini, tujuan yang hendak penulis capai yaitu :

Untuk melihat kewenangan Majelis Kehormatan Notaris di dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Untuk melihat - perbandingan Dewan Kehormatan Notaris didalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Untuk mendesign harmonisasi Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan

Kehormatan Notaris untuk mewujudkan pengawasan notaris yang lebih baik.

E. Manfaat Penelitian



Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya

penelitian ini dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1.

Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan

ilmu hukum Notaris pada khususnya, serta menambah literatur dan referensi

atau bahan bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas

mengenai pengawasan terhadap notaris.

Manfaat praktis

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan:

a)

b)

bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah
diharapkan agar tesis ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam
melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengawasan notaris terhadap
akta yang dibuatnya;

bagi masyarakat luas diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan
dan pertimbangan untuk dapat menghindarkan diri dari kerugian sebagai
pengguna jasa notaris dan dapat memberikan pelajaran serta pengalaman
bagi notaris agar dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesinya harus
mematuhi ketentuan undang-undang dan kode etik profesi, menjunjung
tinggi profesionalitas profesinya untuk mengurangi risiko timbulnya
kesalahan terhadap pembuatan akta;

bagi notaris, agar lebih paham lagi melaksanakan jabatannya sehingga
pekerjaanya tidak membuat dia memiliki resiko hukum yang tidak baik
dan bisa menguntungkan dan di dalam pengawasan kerjanya sebagai

pejabat pembuat akta berjalan dengan lancar;



d) bagi penegak hukum diharapkan agar tesis ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan di dalam mengambil
sebuah keputusan hukum, terkhususnya di dalam hal menetapkan
pertanggungjawaban terhadap notaris yang bermasalah dengan hukum;

e) bagi pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan agar tesis ini
dapat memberikan masukan untuk menetapkan pengawasan terhada

notaris, agar tercipta pengawasn yang jelas ke depan hari.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual
1) Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelasakan mengapa gejala spesifik
atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada
fakta-fakta yang menunjukkan ketdidakbenaran, yang:-kemudian untuk menunjukkan
bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga

simbolis.!”

Teori tidak saja digunakan dalam bahasa ilmu pengetahuan, melainkan
juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi istilah teori selalu dikaitkan dengan sesuatu
yang abstrak. Didalam kerangka ilmu pengetahuan, istilah teori cenderung pula

digunakan secara simpang siur dengan istilah konsep, model, aliran, paradigm,

doktirn, system dan sebagainya. Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum

17 Otje Salman dan Anton F Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan
Membuka Kembali, Jakarta, Rafika Aditama Press, hlm. 21.



adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar
menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum
maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintetis saja. Dikatakan secara
kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup
dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau
penalaran. '8

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan
dalam tulisan ilmiah berupa tesisini. Teori yang hendak digunakan adalah Teori

Pengawasan, Teori Kepastian Hukum dan Teori Kewenangan.
17

a) Teori Pengawasan

George R. Tery mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa
yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila
perlu, menerapkan tidankan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan. Robbin menyatakan pengawasan itu
merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga
membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan
organisasi.'” Pengawasan. ‘adalah istilah 'yang cukup umum kita dengar
terutama menyangkut hukum tata negara. Seperti kita ketahui, salah satu tugas
DPR ataupun DPRD adalah melakukan fungsi pengawasa. Kita juga mengenal
istilah pengawasan terhadap keuangan negara. Di dalam lingkungan legislatif
dan yudukatif, pengawasan menempati posisi penting untuk menentukan
keberhasilan suatu manajemen organisasi. Melalui pengawasan, akan

diketahui kenyataan sebenarnya mengenai objek yang diawasi, apakah sesuai

18 Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 87.
19 George R. Terry, 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 395.



dengan yang semestinya atau tidak. Dalam hukum keuangan negara,
pengawasan merupakan tahap yang tidak terpisahkan dari setiap siklus
anggaran. Dengan demikian, pengawasan merupakan instrumen pengendalian
yang melekat pada setiap tahapan dalam siklus anggaran.

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan
realisasi setiap program/kegiatan proyek yang harus dilaksanakan oleh
pemerintah. Menurut Nawawi fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat,
baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung, maupun setelah
berakhir, untuk rﬁeﬁéetéhuil tingkat pe.nca-pai.an' tujuan suatu organisasi atau
unit kerja. Istilah pengawasan dan pengendalian merupakan terjemahan dari
bahasa Inggris controlling yang merupakan salah satu fungsi manajemen.
Makna istilah pengawasan agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami, bahkan
hampir semua ornag sudah tahu apa yang dimaksud dengan pengawasan,tetapi,
untuk memberikan batasan mengenai pengertian pengawasan tidaklah
mudah.?°

Menurut Rahman Lubis adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil
pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk memperbaiki kemudian mencegah
sehingga pelaksanaannya tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.
Menurut Sondang Siagian adalah proses pengamatan keseluruhan kegiatan
organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang sebelumnya direncanakan. Stephen Robein memberikan
pengertian pengawasan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan
untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara

sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian

20 Rahman Alram, Pengawasan di Dalam Aturan Hukum, lihat dalam:

http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-pengawasan-menurut-para-
ahli.html, diakses pada tanggal 5 Januari 2018.



beberapa pemikiran yang saling berhubungan. Pengertian pengawasan
menurut Suyamto adalah segala kegiatan atau usaha untuk mengetahui dan
menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan
apakah sudah terlaksana dengan semestinya atau tidak.

b) TeoriKepastianHukum

Menurut Muchtar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah
bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian
hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota
masyarakat yang l.aer;neka £agam dan ilntefak.sin'ya dengan manusia yang lain
tanpa membedakan asal-usul darimanapun ia berada. Teori kepastian hukum
ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang
berlaku dan apa yang dikendaki daripada hukum itu sendiri. Teori ini sangat
menetukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam
masyarakat. Hukum harus® memberikan jaminan kepastian tentang aturan
hukum.?!

Menurut Soerjono Soekanto, wujud dari kepastian hukum adalah
perturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh
wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum,
tetapi bagi golongan tertentu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan
yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja.?
Teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah dapat ditentukan
hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang kongkret. Dengan dapat

ditentukannya peraturan hukum untuk masalah- masalah yang kongkret,

2l Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, 2000, Pengantar llmu Hukum : Suatu
Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku 1, Bandung, Alumni, hlm.49.

22 Soerjono Soekanto, Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di
Indonesia. Jakarta, UI Press, 2006), him. 155.



pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal
ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam penyelesaian
sengketa tersebut. Kemudian kepastian hukum berarti perlindungan hukum.??
Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:>* 1)
Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan
apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; 2) Berupa keamanan hukum bagi
individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum
yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau (.liléi'(ul.(an Ioleh negarell tefhadap individu. Kepastian hukum
bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undnag- undang melainkan juga
adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang stau
dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.
Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa
masyarakat mengaharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya
kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan
kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa
kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga
akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian
hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta
menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap
demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-Undang itu sering

terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.?®

23 Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana
Pranada Media Group, 2010, him. 60.

2+ Ibid, hlm. 158.

25 Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty,

him.136.



Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem
hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem
hukum.?® Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat
abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh
karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan
pertanyaaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi
orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana
mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari
sudut pandang rﬁe.r.éka. selbagai hakilm, -ka.lar'lgan ilmuwan hukum akan
memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan
memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab
secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah
ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur
secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan
(multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan
norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.
Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk
kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.?’

¢) Teori Kewenangan
Seiring dengan pilar utama Negara hukum?®, yaitu asas legalitas,

berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari

26 Sudikno Mertokusumo, 2011, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, him. 80.

27 Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum, lihat dalam: Apa Itu Kepastian Hukum?,
http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/, diakses pada tanggal 6 Desember

2018.

28 Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,
Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 297.



peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah
adalah peraturan perundang- undangan.?® Secara teoritis, kewenangan yang
bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat diperoleh
melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.>°
1) Kewenangan Atribusi. Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi
terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan
atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk
memberikén ;‘[rii)usil wewenané pém&iritahan itu dibedakan antara:3!
a) Yang berkedudukan sebagai original legislator; di Negara kita di
tingkat pusat adalah MPR (Majelis Permusyawatan Rakyat) sebagai
pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai

yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah

DPRD dan pemda “yang melahirkan Peraturan Daerah” b) Yang
bertindak sebagai delegated legislator; seperti presiden yang berdasar
pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan
pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan
kepada badan atau. jabatan tata usaha Negara tertentu.

2) Kewenangan Delegasi, Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu
wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara

yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif

2 Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik
Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Cetakan 2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
hlm. 249.

30 Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,

hlm. 103.

3 Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Buku 1, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 91.

32 Takdir Rahmadi dan Firman Hasan, 2002, Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai),
Padang, Citra Budaya Indonesia Padang dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, him. 103.



kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya. Jadi suatu
delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Selain
pengertian diatas Moh. Machfud MD memberikan pengertian bahwa
kewenangan atas delegasi’® berarti kewenangan untuk membuat
peraturan  perundang- undangan yang derajatnya dibawah
Undang-undang yang berisi masalah untuk mengatur satu ketentuan
Undang-undang. Apabila dalam hal pemindaan/pengalihan suatu
kewenangan yang ada itu kurang sempurna, berarti keputusan yang
berdasarkah ...lke\;ven:alngan itu .tid-ak. sah menurut hukum.* Jadi
ketetapan dengan kelihatan tidak berwenang membuatnya, maka
ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak.>

3) Kewenangan @ Mandat, Pada mandat tidak  dibicarakan
penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang.
Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun
(setidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan
internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai
kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil
keputusan - tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis
wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementrian.
Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis. Dalam hal
mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenagan atau pengalihan

kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara

33 Moh. Mahfud MD dan SF. Marbun, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,
Yogyakarta, Liberty, hlm. 55.

34 Philipus M.Hadjon et-al, 2001, Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Introdution to
the Indonesian Administrative Law, Cetakan 7, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 130.

35 E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1990, Pengantar Hukum Administrasi Negara
Indonesia, Cetakan 9, Jakarta, PT Ichtiar Baru, hlm 79.



penguasa dan pegawai. Dalam hal ini tentu seorang pegawai
memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, misalnya
seorang menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu dan atau
menandatangani  keputusan-keputusan tertentu. Namun, menurut

hukum menteri itu tetap merupakan badan yang berwenang.

Sejalan dengan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, Soerjono Soekanto

menyatakan bahwa kerangka teoritis mempunyai beberapa keguanaan. Kegunaan

tersebut paling sedikit mencai%up hal-hal, sebagai berikut 36:

a)

b)

d)

Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan
fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;

Teori sangat berguna didalam mengembangkan system klasifikasi fakta,
membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui
serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;

Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena
telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin
faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang;

Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada

pengetahuan peneliti.

Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan

keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari pada itu secara pribadi

Notaris bertanggung jawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pegemban misi

36 Soerjono Soekanto, 2008,  Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia

Press, him. 121.



pelayanan, profesi Notaris terikat dengan etik Notaris yang merupakan penghormatan
martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris khususnya, maka dari itu
pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak
terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang

objektif, spesialitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.?’

2) Kerangka Konseptual
1. Kewenangan
Kewenangan (authorzty) adala.l.l h.a.lk- untuk melakukan sesuatu atau
memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar
tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan
kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor

kritis bagi efektevitas otganisasi.

2. Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormataan Notaris berfungsi melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap Notaris untuk kepentingan = proses peradilan,
penyidik, penuntut .umum,. atau hakim dengan. .persetujuan majelis
kehormatan Notaris berwenang: a) mengambil fotokopi Minuta Akta
dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol
Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b) memanggil Notaris untuk hadir
dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang
berada dalam penyimpanan Notaris.

3. Dewan Kehormatan Notaris

37 M. Agus Santoso, 2012, Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 113.



Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi
Ikatan Notaris Indonesia dan terdiri dari tiga tingkat yaitu di tingkat pusat,
wilayah (propinsi) dan daerah (kota/kabupaten). Anggota Dewan
Kehormatan disetiap tingkat tersebut berjumlah lima orang yang terpilih
dalam rapat anggota berupa Kongres di tingkat pusat, Konferensi Wilayah
di tingkat propinsi dan Konferensi Daerah di tingkat Kota/Kabupaten

4. Notaris
Notaris adalah pejabat umum —yang satu satunya berwenang
untuk membuaf ai(tal otentik. -me.ngenai semua  perbuatan
perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum
atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk  dinyatakan dalam
suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya
dan memberikan grosse;, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang
pembuatan akta itu oleh’suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.*3

5. Undang-Undang Jabatan Notaris
Undang-Undang Jabata Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan
kembali secara ‘menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur
jabatan Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku

untuk semua penduduk di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.*®

G. Metode Penelitian

38 Herlien Budiono, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,
Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 58.

3 Bagian penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004.



Pertama-pertama seorang peneliti harus tahu apa itu tentang metode penelitian
hukum*. Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode” yang berarti “Jalan ke”,
namun  demikian, = menurut  kebiasaan  metode  dirumuskan  dengan
kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :*' 1) Suatu tipe pemikiran yang
dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, 2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu
pengetahuan, 3) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Mengenai “Penelitian”, menurut Bambang Sunggono, penelitian pada dasarnya
merupakan, “suatu upaya pencarian’ dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti
terhadap sesuatu obyek .ye.lﬁg .muldah terpege.mg- di tangan. Penelitian merupakan
terjemahan dari bahasa Inggris yaitu research, yang berasal dari kata re (kembali) dan
to search (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.*?
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan
maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secaral sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui
proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah
dikumpulkan dan diolah.*> Dalam penyusunan tesis ini, dibutuhkan bahan atau data
penelitan yang dilakukan oleh peneliti yang terjadi dilapangan*4, serta bahan atau data
yang konkrit berasal dari bahan kepustakaan.

1) Tipe Penelitian
Penelitian karya ilmiah berupa tesis ini, berjenis penelitian hukum
normatif (yuridis normati)f*’, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti

asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan

40 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi,
Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 95.

41 Soerjono Soekanto, Op.cit. him. 5.

4 Bambang Sunggono, Op.cit, hlm. 27.

43 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali
Pers, him 1.

4 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm 183.

4 Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 30.



2)

perbandingan hukum.*® Dalam buku Metode Penelitian Hukum, menurut
Soejono Soekanto pada penelitian yuridis normatif penelitian ini difokuskan
untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yaitu perbedaan Kewenangan
Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam
pengawasan jabatan notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris literatur
yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
Pendekatan Masalah

Johnny Ibrahlm dalam bukunya -Teéri' dan Metodologi Penelitian
Hukum Normatif menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan
pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung
kepada cara pendekatan (approach) yang digunakan.*”  Sesuai dengan tipe
penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah
yang dilakukan adalah :
a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak
dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai
aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus:tema sentral suatu penelitian.*8
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang ditangani.®

b) Pendekatan Historis (Historical Approach)

hlm 93.

46 Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm 52.

% Johnny Ibrahim, Op.cit him 299.

97 Ibid, hlm 302.

% Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup,



Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah
lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu
peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.
Disamping itu, melallui pendekatan demikian penelitian ini juga dapat
memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan
hukum tersebut.”® Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan
sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara
lebih mendalam tentang suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat
memperkecil k.ek.ei'iru.an,lbaik dalam. peﬁlahafnan maupun penerapan suatu
lembaga atau ketentuan hukum tertentu.>!

Pendekatan Kasus (Case Approach)

Berbeda dengan penelitian sosial’?, pendekatan kasus (case
approach), dalam pen¢litian normatif bertujuan untuk mempelajari
penerapan norma-norma latau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik
hukum.” Pendekatan kasus dilakukan untuk melihat beberapa contoh
kasus penanganan perselisihan hasil pemilukada yang telah diputuskan oleh
Mahkamah  Konstitusi dan  bagaimana  implikasinya terhadap
penyelenggaraan pemilukada itu sendiri. Pendekatan kasus (case approach)
tidak sama dengan studi kasus (case study). Dalam pendekatan kasus

beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum.

Ibid, him 126.
31 Satjipto Raharjo, 1986, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, hlm 332.

52

Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias menjelaskan bahwa Tujuan pokok dari Penelitian

Sosial (yang tentunya bersifat ilmiah), adalah menjelaskan gejala-gejala sosial yang ada dalam suatu

masyarakat.

Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias, 1997, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, Pusat Antara
Universitas [lmu-Ilmu Sosial Unversitas Indonesia, hlm 19.
33 Johnny Ibrahim, op.cit, hlm. 321.



3)

Sedangkan studi kasus (case study), adalah suatu studi terhadap
kasus-kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum.>*
Jenis dan Sumber Data.

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka penelitian ini
tidak memerlukan data primer, karena penelitian yuridis normatif
difokuskan untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum yang
merupakan data sekunder. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian
ini, maka bahan hukum yang akan digunakan adalah :

a) Bahan Priﬂlé; I |

Yaitu yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang merupakan
peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan
tentunya peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi
dengan judul yang pénulis pilih. Dari penelitian ini, maka diperoleh
bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah
dan berbentuk peraturan perundang-undangan®, yang menunjang
kelengkapan tulisan ini yaitu :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Sebelum dan'Sesudah Perubahan);

2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia;
4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

5) Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3 ),

40 Peter Mahmud Marzuki, op.cit, him 94.
35 Soerjono Soekanto, Op. cit, hlm 52.



6) Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.39 PW.07.10.TH.2004 (Pedoman Pelaksanaan
Tugas Majelis Pengawas Notaris);

7) Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 TH.2004 (Tata Cara Pengangkatan
anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja
dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris)

8) Peraturan Mentri - Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia I.\.fon.lor IM.Ol-HT.O.3.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan
Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris.

9) Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan

Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

b) Bahan Sekunder
Yaitu, merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data
kepustakaan). Data-sekunder ini terdiri dari : penjelasan maupun petunjuk
terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur, majalah, jurnal,
rancangan undang-undang, hasil penelitian dan makalah dalam seminar
yang berkaitan dengan penelitian ilmiah ini.
¢) Bahan Tersier
Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan
keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum



4) Teknik Pengumpulan Data
Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan
cara studi dokumen atau bahan pustaka (documentary study), yaitu teknik
pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari
bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan
masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut.
5) Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum
Adapun bahan hukum vyang telah diperoleh dari penelitian studi
kepustakaan, akan di(;iéh. darll dianalisis. secara kualitatif, yakni analisa data
dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan
permasalahan  yang  dibahas, dan = menuangkannya @ dalam  bentuk
kalimat-kalimat®®. Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis

tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk karya ilmiah berupa Tesis.

56 Mardalis, 2010, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan 15, Bumi Aksara,
Jakarta, hlm 83.



